
 
 

 

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BOGOR 

PROVINSI JAWA BARAT 

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BOGOR 
Nomor: 188.34/ 16 /Kpts-DPRD/2020 

TENTANG 

PERSETUJUAN TERHADAP 
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BOGOR, 

Menimbang  :  a.  bahwa melalui surat nomor: 188.34/136–Per-UU tanggal 5 

November 2020 dan surat nomor: 188.34/622–Per-UU tanggal 
13 November 2020, Bupati Bogor telah menyampaikan 
tanggapan terhadap Raperda Usul Prakarsa DPRD Kabupaten 

Bogor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan 
Perangkat Desa; 

  b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 241 dan Pasal 242 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, rancangan peraturan 

daerah dibahas bersama kepala daerah dan DPRD; 

  c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Dasar dan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perangkat Desa, telah selesai dibahas bersama antara Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah; 

   d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Bogor tentang Persetujuan terhadap 2 (dua) Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor. 

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
 

3. Undang-Undang… 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran 

Negara Tahun 2001 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4430); 

5. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Guru dan 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 
Nomor 78, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor  82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5234); 

9. Undang-Undang Nomor 5  Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor  6,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5494); 

10. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia    Nomor 5601); 

 

13. Peraturan… 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5670); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4863); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4864); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Normor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

 

 

20. Peraturan… 

 



 - 4 -  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5888); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6206); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor  Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 207); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011Nomor 57); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015  
Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas  Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018  

Nomor 6); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 

12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020  
Nomor 2); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

Memperhatikan : 1.  Surat Bupati Bogor nomor: 188.34/136–Per-UU tanggal 5 
November 2020 dan surat nomor: 188.34/622–Per-UU 

tanggal 13 November 2020, perihal tanggapan terhadap 
Raperda Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Bogor tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Perangkat Desa; 
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2. Hasil… 

  2. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 08 Desember 2020 

acara penjadwalan Rapat Paripurna dalam rangka 
Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Bogor tentang Persetujuan terhadap 2 (dua) 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor; 

  3. Hasil pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bogor, yaitu: 

   -  Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Dasar. 

   -  Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang 
Perangkat Desa. 

  4. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor tanggal 10 
Desember 2020 dalam rangka Penetapan Keputusan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor 

tentang Persetujuan terhadap 2 (dua) Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor. 

 MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  

KESATU  : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor, 

menyetujui terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bogor, yaitu: 

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Dasar; 
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang 

Perangkat Desa; 

KEDUA : Naskah rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum KESATU, adalah sebagaimana terlampir dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan ini. 

KETIGA : Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, selanjutnya 

disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor kepada 
Bupati Bogor untuk diproses menjadi peraturan daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KEEMPAT :  Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Cibinong 
Pada tanggal 10 Desember 2020 

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BOGOR 

 

TTD 

 

RUDY SUSMANTO 

 


